BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR &1  TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor
900.1.1.4/16850/Keuda hal Penjelasan terkait Permohonan Fasilitasi Ranperda Kabupaten Wakatobi
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Ranperbup Kabupaten Wakatobi tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 108
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu
diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, xmw:cmﬁ.m..b
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
4339);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah beBera__ Kkali, terakhir dene®? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perp.:akan ‘Lembaran N€%ara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan

Lembaran memwmmhmmﬁccmw Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesja Tahun mock_ Nom©r, 5, ﬁmﬁcmrmb Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335),
S€hagaiy,ana telah “iybah beP€ apa kali, te akhir dengan Und ng-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisas: peratlran wm%&.mwg (Lemphtan Negara RePublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

S. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembg Al Neg,, .8 €PUblik Inqqfesia Tahyn 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesja Nom_ .mmwm.:“ Sebagaim: a tell! diubah peberapa kall, terakhif dengan Undang-yndang Nomor
13 Taphun 20 2 t€tan® Perubdlan ‘odu_ Atas Undang-Und, g N mor 12 Tahun 2011 tentang

Pembeniukarn Peraturan ﬁmazsn_mbm-cﬁambmwwu (Lembaran Negara wmwvcvzr Indonesia Tahun 2022 Nomor

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 972);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 108)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 108 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 17);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanj_ Daerah Tahun Anggarap 2023 (Bgrita Daerah Ka upaten Wakgatohj Tahun m.umm
Nomor 108}, mmdmmmwﬁm“m_m telah diubah dengan P _aturan B pati Nomor 17 Bahun 2023 tentang Pérub’ an
Atas peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 te'tang vm&_md,mams Ang8ar?h Pendapatan dan Belanja Dadfah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp806.241.369.585,00
Emr&ua: ratus enam milic dya ratus empat _uluh sgtu juta tiga ratus enam EE: mm&.?.S: .:.w: pm@ Tatys
de  an PUluh lima ruPiakr, ,Umﬂ.nmgdmﬁ mmvm%mw Rp T m 104.896,00 (empat pe  milia ‘ujup Emm engm
pujgp delapdh juta seratus M qt ribu delapan wmazm sembilan puiuh enam Nm&uwns skhingg®' "enjadi
mvmme_.ooo.%ﬂ&_hmfoo (deld” WPrar,s dua puiuh satu Miliar sembitan juta empat ratus tujuh puluh empat
ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah}, yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan

¢. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
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Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp38.209.629.424,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan juta enam ratus dua puluh
sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.260.404.344,00 (dua
miliar dua ratus enam puluh juta empat ratus empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)
sehingga menjadi Rp40.470.033.768,00 (empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga puluh
tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak daerah,;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp7.045.879.864,00 (tujuh miliar empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu
delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.211.704.000,00 (satu miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp12.894.436.474,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat
Juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp17.057.609.086,00 (twjuh belas miliar lima puluh tujuh juta enam ratus
sembilan ribu delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.260.404.344,00 (dua miliar dua

ratus enam puluh juta empat ratus empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi
Rp19.318.013.430,00 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan belas juta tiga belas ribu empat ratus

tiga puluh rupiah).




3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp 17.057.609.086,00 (tujuh belas miliar lima puluh tujuh juta enam
ratus sembilan ribu delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.260.404.344,00 (dua miliar
dua ratus enam puluh juta empat ratus empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga
menjadi Rp19.318.013.430,00 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan belas juta tiga belas ribu

empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari:
hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan,;
hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan,;

jasa giro;

a
b

c

d. pendapatan bunga;
€. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;

g pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
h. pendapatan denda pajak daerah;

pendapatan dari pengembalian,;

j. pendapatan BLUD; dan

k. pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

(2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) w:\:.:m, a
direncanakan sebesar Rp24.355.534,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima
ratus tiga puluh empat rupiah).

bt
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(3)

&)

(10)
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Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp4.117.949.304,00
(empat miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat
rupiah) berkurang sebesar Rp182.424.633,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh
empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp3.935.524.671,00 (tiga miliar
sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu
rupiah).

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah) bertambah sebesar Rp182.424.633,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh
empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp182.424.633,00 (seratus delapan
puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp1.720.653.529,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus
lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud @mam ayat (1) .H._:E.m f
direncanakan sebesar Rp 34.773.109,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu
seratus sembilan rupiah).

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp166.508.070,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus delapan
ribu tujuh puluh rupiah).

Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp18.801.506,00 (delapan belas juta delapan ratus satu ribu lima ratus enam rupiah).

Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf H direncanakan
sebesarRp19.887.546,00 (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat
puluh enam rupiah).




(11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar

(12)

mvh.@mm.moo.ooo 00 (empat milia, ena,, ratus dua puluh lima juta mﬁnaﬁm :.@W mzﬁSE UmﬁmB_cm
sebesar Rpl.1 @mw.ﬁm.oo (sat mil r seratus sembian Pulyh juta tiga puluh 9% ribu empat rati
empat pujp,h lithd rupiah) sehingg¥ meHfadi Rp 5.815.533.445,00 (Iima miliar delapan ratus lima belas
Juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
dipgncanakan sebesA’ Rps5.979.180.488,00 (lima miliar se bilan ratus tujuh puluh sembiy,, Juta
s€ , tus delapan %:Emﬂ rnibu mpat ratus g lapan Pulum delapan rupijah) bertambah § ar
Rp '070.370-899,00 (S w Milic 4 juh puluh juta mmm ratusujuh puluh ripy delapan rgtus s€8bvilan
pultth sembilan rupiah) m_wasmmwﬂsma_m& Rp7.049.751.387,00 (tujuh miliar empat puluh sembilan juta
lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)
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Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
RP762 631.740.161,0, (tyjuh ratus €nam %E.:r U@ miliar,gpam ratus tiga puluh s@tu juta tujuh "tus
JTp t pulyh ripY seratus enam pulyp >y 1 iah), pert < bah sebesar Rp12,507.700.552,00 (4ya

elaa miliar timy, ratu® h Juta tujuh ratyus :wmh lima 2&& lima Puluh dua rupiah) sehingga menjadi
Rp775.139.440.713,00 (fjuh ratus tujuh puph hma milr seratus tiga puluh sembilan juta empat

ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
b. pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp742.7 _4.592.000,00 ?t.:: ratus emPat pUluh diia miliar tujup, ratus .. na puluh empat juta
lima ratus mmﬂvm_m: puluh dua ribu rupiah), bertambah sebesar Rpl12,507 700.552,00 (dua belas miliar
lima ratus twjuh juta tujuh ratus ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi




(3)

Rp755.262.292.552,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus
sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp19.877.148.161,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus
empat puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah).

S. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)
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Pasal 10

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp742.754.592.000,00 (twjuh ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus
lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), bertambah sebesar
Rp12.507.700.552,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus ribu lima ratus lima puluh dua
rupiah) sehingga menjadi Rp755.262.292.552,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar dua ratus enam
puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri dari:

a. dana perimbangan;
b. dana desa; dan
c. Insentif fiskal.

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp683.348.256.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua
ratus lima puluh enam ribu rupiah), bertambah sebesar Rp4.326.335.552,00 (empat miliar tiga ratus
dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi
Rp687.674.591.552,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima
ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.406.336.000,00
(ima puluh sembilan miliar empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), bertambah
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sebesar Rp2.234.272.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua
ribu rupiah) sehirigga menjad; gp61.640.608.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus empat puluh

Juta enam ratus delapan ribu rupiah).

(4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah), Umwﬂmacmw sebesar Rp5.947.093.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat pulyh ?:d: Juta
sembilan” puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi RP5.947.093.000,00 (lima miliar sembilan ratus
empat puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp931.630.380.220,00 (sembilan
ratus tiga pylith saty miliar _nam Tatus tiga puluh juta tiga ratus &.&@uad h.w::r :..v&:&:g ratus dua puph
mmﬁﬂ_%r_, bertambah rEbesar mvwo.omm.ch.woouoo (tiga puluh mmﬂ@a.@: miliq mwﬂw;m Bmtm delapan puy, h

ela pen juta dua tus tujup puluh sipu tiga ratus ruPtah) sehingg€a menladi ~ho7 A.E.m.mm.o.mmovco
HmmS ilan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan belas Juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus

dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasi;

b. belanja modal;

¢. belanja tidak terduga; dan

d

belanja transfer.
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7. Ketentuan Pasal 15 ayat diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1)
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Pasal 15

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar
mﬁmwo.mm%.mww.&cmuoc (enam ra, s dua puluh m.miwmmz myrar Qmﬁﬁw: ratus mm:a puluh enam Jjuta lima
s - Putyh tig?® rbu emPat ratus dua rupia,,, béTtambah sePesar m?w@.wﬂm.m.owbom_oc (dua
p_th “empilan m “ar yga ratus Mup puluh dua lia iMa ratus fima puluh d 1 ribu sembign rotus
e''m fupiah) sehifi€8a menjadi Rp659.199 076.308,00 (enam ratus = ma Puluh ¥empilgn miliar seratus

sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja subsidi; dan

d. belanja hibah.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a direncanakan sebesar
Rp321.168.574.417,00 (tiga ratus dua puluh say, Miliar seratus en_m puluh delapan jut@ enam ratus
twjuh puluh gmp 4 ribu tujuh Jatus. tujuh belas rupiah), ber, urang mmﬁmmmma Rp4. H@m,,vmzbwobo Hmiﬁaﬂ
miliar seratus tig, puluh gel _an Mta dua ratus empat vmmﬁ ribu tiga puluh rupiah’ sehif'88a menjadi
Rp317.030.460.€87,00 E@mﬂw@?m tujuh belas miliar tiga puluh juta empat ratus enam puluh ribu enam
ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat Sﬁu huruf b &n@ﬂoﬂbmwmn sebesar
Rp293.502.7 4, mmo,oo (dug ratus sembilan pulup tiga miliar i, ™ ratus dua Juta tuju, ratus empgt
puluh JUa ri " a patus limg pulyh rupiah), bertambah sebesgy xkpl19.710.766.936,00 .ﬁ £ mbilan WQMS
miliar © juh W& 19 seputuh ™'ta tujuh ratus enam pugn eng, . ribu sembilan ratus tigd puluh en

rupiahf$ehingd¥$nenjad; RP313.213.509.286.00 (tiga ratus ~~a belas miliar dua ratus tiga belas juta

lima ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).




(4)
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Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c &aonombmwmﬂ. mmvm.mmn
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

sehingga menjadi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp9.155.106.335,00 (sembilan miliar seratus lima puluh lima juta seratus enam ribu tiga ratus tiga
puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rp15.800.000.000,00 (lima belas miliar delapan ratus juta
rupiah) sehingga menjadi Rp24.955.106.335,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh
lima juta seratus enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

8. Ketentuan Pasal 16 ayat ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai
berikut:

(1)
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Pasal 16

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp321.168.674.717,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta enam
ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), berkurang sebesar Rp4.138.214.030,00
(empat miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu tiga puluh rupiah) sehingga
menjadi Rp317.030.460.687,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga puluh juta empat ratus enam puluh

ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

. belanja gaji dan tunjangan ASN;

. belanja tambahan penghasilan ASN;

tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
. belanja gaji dan tunjangan DPRD,;

belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

® ™0 Q0 g

. belanja pegawai BOS.




g

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

(3)

(4)
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Rp220.509.467.580,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus sembilan juta empat ratus enam puluh
tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), berkurang sebesar Rp1.587.582.868,00 (satu miliar lima
ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
sehingga menjadi Rp218.921.884.712,00 (dua ratus delapan belas miliar Sembilan ratus dua puluh
satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp44.827.064.615,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam
puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah).

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp42.370.956.542,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh
puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), bertambah sebesar
Rp1.040.248.838,00 (satu miliar empat puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus
tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp43.411.205.380,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus
sebelas juta dua ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp9.281.998.072,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh
delapan ribu tujuh puluh dua rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e &Hmnomnmwmn
sebesar Rp177.427.908,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan
ratus delapan rupiah).

Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan
puluh nibu rupiah).

Belanja pegaw?! BOS sebggaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp3.590.880.000,00 (tiga muiar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh rbu
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rupiah), berkurang sebesar Rp3.590.880.000,00 ftiga miliar m__.:m ratus sembilan puluh juta delapan
ratus delapan puluh nbu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b semula

direncanakan sebesar Rp293.502, 742.350,00 (dua ratus mﬂﬁv&ﬂ@ puluh tiga Miliar lyya ratus dua juta
. ratus eMPat P fh da ribu ftiga ratuS L, p luh rup.af), vmﬁmwawww sebesar
m\ﬂ@.jo.ﬂ@m.owm“oo ?%333: belas miliar tuthmatts sep uh“ta tujuh “tus enam pu h enam %%:
SSmbilan ratus tiga pulup, enam rupiah) sehingga, efMadi xp313-913.509.286,00 (tiga ratu tiga b as
Myiar dua ratus tiga belas juta lima ratus sembuan ribu dua ratus delapan puluh enam rupial ), yang
terdiri atas:
. belanja barang;

. belanja jasa;

. belanja perjalanan dinas;

a
b

c. belanja pemeliharaan;

d

€. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f,

belanja barang dan jasa BOS; dan
g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar
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wﬁoc.o 8.913.073,00 w_,%ﬂwma: puluh sgmbjjon miliar delapan Puluh &mmaﬁmq Juta m.m.SE._Ham ratus M@p

elas rbu tuith pulyh a rupidh), bert,, b,y sebesAl Rp5.526.384.309,00 (limga miliar ﬁ&.ﬁm ratus diq
puluh Sham juta fga Pius del e GNP ok empat ribu tiga ratus sempign nd iah) sehin®®a Bmémﬂ_
Rp104.615.297.382,00 (seratus miP% "™} iar enam ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh

ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
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(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar
Rpg8 296 384.662,00 (5, . ilan pulup Qmﬁ@a: mijiar dua ratus sem, lan pulyp enam juta tiga ratus
de papn puluh em at :.w::mwnw; ratus enam uluh g% wﬂ%ag berkurang se :sar™®P1 709.217 665,00
Ammmh miliar tujuh?’ atus Cmyilan futa d_a rfitus ﬂ&.ﬁﬁ b¢ as ribu endm patu8ena Pujuh lima rupiah)

sehingga menjaqdi 'Rp96.587.166.997,00 (sembilan’ puluht enam miliar lima ratus delapan puluh tujuh

Juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ semula direncanakan sebesar
R " 963.578,705,00 fempat milia_ sembilgn ratus enam pulup tiga Juta lim  ratus tu. h puluh delapan
lﬁnrﬂ:?m Mays lima Ehmmgmw_mmﬂmgdmw s€besar W@Hoo 161.200,00 (seraflis ” ta sdrar,s enam pujuh
m%mm ripu d a ratus Eﬁﬁ.ﬁﬁ hpéga menjadi Rp5.063.739 905,00 (lima miliar enam puluh tiga juta
tujuh ratus tiga puluh sembuan . u sembilan ratus lima rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar
RP69.661.581 013, OO (enam puluh se bilan miliar enam _.hw.:m enam pyjuhgatu Juta lima ratys &mwmbam
Putun satu riby tig belas rupiah), bBttambgh sebesar R ,4'057.274.740, 0 (empat Miliar lima p .
nJuh Juta dya raths MWUR puiuh egpat ripu tujuh ray,s empat pﬂ.:EU: rupiqi’ sehingga merifadl
Rp73.718.855.753,00 {tujuh put h tig miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh
lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah/.

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
mmﬂw@mﬁ.ﬁmzm dimaksud pada ayat (1) huruf € semula direncanakan sebesar Rp6.151 840.000,00
(e Jo_a miliar seratus lima puluh satu juta dela?@n ratus empat puluh ribu rupiah), berkurang sebesar
Rp<~7.300.000,00 (dua ratus tWuh juta tiga ratus b rupigh) sehingga menjadi Rp5.944.540.000,00

(lima miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp12.340.444 897,00 (du 3 belas miliar tiga. ratus empat pyjuh juig empat ratus emPat piluh eMPqt ribu
deldPan ratus sembiign puluh tujuh EEHQF: bertambah sebesar Rp3.906.108.503,00 (tiga miliar
sembilan ratus enam juta seratus delapan ribu lima ratus tiga rupiah) sehingga menjadi
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Rp16.246.553.400,00 (enam belas miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga
ribu empat ratus rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), bertambah sebesar Rp8.037.355.849,00 (delapan miliar tiga
puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga
menjadi Rp11.037.355.849,00 (sebelas miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu
delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) sehingga menjadi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) terdiri dari atas Belanja Subsidi
kepada Badan Usaha Milik Swasta.

(2) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) sehingga menjadi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19
(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp9.155.106.335,00 (sembilan miliar seratus lima puluh lima juta seratus enam ribu tiga ratus
tiga puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rp15.800.000.000,00 (lima belas miliar delapan ratus juta
rupiah) sehingga menjadi Rp24.955.106.335,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh lima
Juta seratus enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri dari:
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a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
indonesia;

b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;

Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.747.210.000,00 (delapan
miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dm:mm,ﬁ,cmw mmwm.mmw
Rp15.800.000.000,00 (lima belas miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga Ems._maH
Rp24.547.210.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu
rupiah).

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada @mﬁ (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp407.896.335,00 (empat ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam
ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

12. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 20
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Hkmsetdawkth 0231051

Pasal 20

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b &H.m:omnmwms sebesar
Rp179.404.606.818,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat juta enam ratus enam
ribu delapan ratus delapan belas rupiah), bertambah sebesar Rp13.185.530.394,00 (tiga belas ::.wnw
seratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh m@cmn rupiah)
sehingga menjadi Rp192.590.137.212,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh
Juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;




(2)

(3)

(4)

Hkmsetdawktb 0231051
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c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja modal aset lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp6.160.435.350,00 (enam miliar seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus
lima puluh rupiah), berkurang sebesar Rp1.519.030.750,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta
tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.641.404.600,00 (empat miliar enam
ratus empat puluh satu juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp41.152.638.848,00 (empat puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga
puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), bertambah sebesar
Rp1.702.656.465,00 (satu miliar tujuh ratus dua juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus
enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp42.855.295.313,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus
lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah,).

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp44.507.426.887,00 (empat puluh empat miliar lima ratus tujuh juta empat ratus dua puluh
enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp3.439.765.050,00 (tiga
miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) sehingga
menjadi Rp47.947.191.937,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus
sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp81.086.391.733,00 (delapan puluh satu miliar delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan
puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp8.860.639.629,00 (delapan
miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh
sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp89.947.031.362,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus
empat puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
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(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp5.321.014.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat belas ribu rupiah), bertambah
sebesar Rp701.500.000,00 (twjuh ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi
Rp6.022.514.000,00 (enam miliar dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp1.176.700.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) direncanakan sebesar

(2)
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Rp6.160.435.350,00 (enam miliar seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus
lima puluh rupiah), berkurang sebesar Rp1.519.030.750,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta
tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.641.404.600,00 (empat miliar enam
ratus empat puluh satu juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal
tanah persil.

Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp6.160.435.350,00 (enam miliar seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus
lima puluh rupiah), berkurang sebesar Rp1.519.030.750,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta
tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.641.404.600,00 (empat miliar enam
ratus empat puluh satu juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah).
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14. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (10) dan ayat (11) diubah, sehingga
Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
(I) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)

direncanakan sebesar Rp41.152.638.848,00 (empat puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta
enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), bertambah sebesar
Rp1.702.656.465,00 (satu miliar tujuh ratus dua juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus
enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp42.855.295.313,00 (empat puluh dua miliar delapan
ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah), yang terdiri
atas:

. belanja modal alat angkutan;

. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

belanja modal alat pertanian;

. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

belanja modal alat kedokteran dan kesehatan,;

. belanja modal komputer;

. belanja modal rambu-rambu;

i. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan

Jj. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp9.384.573.300,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga
ribu tiga ratus rupiah).

(3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp238.200.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

S o A0 o
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp3.251.217.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp1.919.138.429,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus tiga
puluh delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), bertambah sebesar Rp43.773.728,00
(empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga
menjadi Rp1.962.912.157,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua
belas ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp2.040.400.000,00 (dua miliar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah),
berkurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.030.400.000,00 (dua
miliar tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp17.651.701.694,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh satu juta tujuh
ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp866.674.760,00
(delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh
rupiah) sehingga menjadi Rp18.518.376.454,00 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta
tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp2.276.626.020,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua
puluh rupiah), bertambah sebesar Rp117.436.480,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh
enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.394.062.500,00 (dua miliar tiga
ratus sembilan puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp944.067.302,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua

rupiah).
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(10) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan

(11)

sebesar Rp2.446.715.103,00 (dua miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu
seratus tiga rupiah), berkurang sebesar Rp315.228.503,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus dua
puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp2.131.486.600,00 (dua miliar seratus
tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) sehingga menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

15. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)
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Pasal 23

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4)
direncanakan sebesar Rp44.507.426.887,00 (empat puluh empat miliar lima ratus tujuh juta empat
ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar
Rp3.439.765.050,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu
lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp47.947.191.937,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus
empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang
terdiri atas:

a. belanja modal bangunan gedung; dan
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp41.238.038.887,00 (empat puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan
ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp3.439.765.050,00 (tiga miliar
empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) sehingga




(3)

Sm

menjadi Rp44.677.803.937,00 fempat puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan
ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp2.643.888.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan
puluh delapan ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)
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Pasal 24

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5)
direncanakan sebesar Rp81.086.391.733,00 (delapan puluh satu miliar delapan puluh enam juta tiga
ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), bertambah sebesar
Rp8.860.639.629,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan
ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp89.947.031.362,00 (delapan puluh
sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal jalan dan jembatan;
b. belanja modal bangunan air; dan
c. belanja modal instalasi.

Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp76.704.306.222,00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus enam ribu dua
ratus dua puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rp8.686.978.629,00 (delapan miliar enam ratus
delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan
rupiah) sehingga menjadi Rp85.391.284.851,00 (delapan puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh
satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah,).




(3)

(4)
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Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp2.043.623.685,00 (dua miliar empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus
delapan puluh lima rupiah).

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp2.138.461.826,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu
delapan ratus dua puluh enam rupiah).

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 25

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6)
direncanakan sebesar Rp5.321.014.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat belas ribu
rupiah), bertambah sebesar Rp701.500.000,00 (tujuh ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga
menjadi Rp6.022.514.000,00 (enam miliar dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah),
yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp5.321.014.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat belas ribu rupiah), bertambah
sebesar Rp701.500.000,00 (twjuh ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi
Rp6.022.514.000,00 (enam miliar dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), berkurang sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas
miliar rupiah) sehingga menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
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19. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

Pasal 28

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar
Rp108.399.250.000,00 (seratus delapan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah), bertambah sebesar Rp9.430.187.000,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh
Juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp117.829.437.000,00 (seratus tujuh
belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang
terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp825.759.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp107.573.491.000,00 (seratus tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah), bertambah sebesar Rp9.430.187.000,00 (sembilan miliar empat ratus tiga
puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp117.003.678.000,00 (seratus
tujuh belas miliar tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

(1)
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Pasal 30

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) direncanakan sebesar
Rp107.573.491.000,00 (seratus tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah), bertambah sebesar Rp9.430.187.000,00 (sembilan miliar empat ratus tiga
puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp117.003.678.000,00 (seratus
tujuh belas miliar tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja
bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
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Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp107.573.491.000,00 (seratus tujuh miliar lima ratus
tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), bertambah sebesar
Rp9.430.187.000,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh tujuh :..w:
rupiah) sehingga menjadi Rp117.003.678.000,00 (seratus tujuh belas miliar tiga juta enam ratus tujuh
puluh delapan ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah Tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp125.389.010.635,00
(seratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu enam ratus tiga puluh
lima rupiah), bertambah sebesar Rp25.220.165.404,00 (dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta
seratus enam puluh lima ribu empat ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp150.609.176.039,00 (seratus
lima puluh miliar enam ratus sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang
terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

22. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

(1)
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Pasal 32

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a &amaombmwmn
sebesar Rp133.289.010.635,00 (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta
sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rp25.220.165.404,00 (dua puluh
lima miliar dua ratus dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus empat rupiah) sehingga
menjadi Rp158.509.176.039,00 (seratus lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan juta seratus
tujuh puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran
tahun anggaran sebelumnya.
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Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp133.289.010.635,00 (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh
sembilan juta sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), bertambah sebesar
Rp25.220.165.404,00 (dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu
empat ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp158.509.176.039,00 (seratus lima puluh delapan miliar
lima ratus sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah).

23.Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5),
sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)
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Pasal 33

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp133.289.010.635,00 (seratus tiga puluh tiga miliar
dua ratus delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), bertambah
sebesar Rp25.220.165.404,00 (dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta seratus enam puluh
lima ribu empat ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp158.509.176.039,00 (seratus lima puluh
delapan miliar lima ratus sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah),
yvang terdiri atas:

a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

b. penghematan belanja;

c. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana
Pengeluaran Pembiayaan; dan

d. Sisa Belanja Lainnya.

Pelampauan penerimaan pendapatan tranfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp59.709.663.864,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan juta

enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).




(3)

(4)

(S)

Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp73.579.346.771,00 (twjuh puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat
puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00
(nol rupiah), bertambah sebesar Rp16.819.759.229,00 (enam belas miliar delapan ratus sembilan
belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi
Rp16.819.759.229,00 (enam belas miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh
sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah), bertambah sebesar Rp8.400.406.175,00 (delapan miliar empat ratus juta empat ratus enam
ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp8.400.406.175,00 (delapan miliar empat
ratus juta empat ratus enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

24. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 35A dan Pasal 35B yang
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)
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Pasal 35

Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) direncanakan
sebesar Rp73.579.346.771,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus
empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. penghematan belanja-belanja operasi; dan

b. penghematan belanja-belanja modal.

Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp 33.579.346.771,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus
empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).




(1)

(1)

Hkmsetdawkth 0231051

29

Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Pasal 35A

Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana
Pengelu ran Pempbiayaan sebagaimana di__,jsud dijam Fgsal 33 ayar (4) direncanakan seyesar

Rpg,00 (nol rup.1h), bertambgh mﬁgwmmm pl6.819. _9.22 mmoo na,. belas Sﬂ.mmamﬂmhmmﬁﬁﬂz mmgm
mmﬁ&@aam belas /“t tujuh ratus lima pY :_: sembilaf®ribu _ua ¥&tus dua uleh Sidan ru iah)

§¢ ‘ingga menjadi WUHm.muo.wmo.wmmbo \mﬁ?ﬁ pel®® mijiar Q_&aha: "ys s"mbPjian beas Juta Wuh
s ima puluh sembjjan ripu dua ratus ya puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Sisa Dana
Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.

Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp0,00 (ny; rupah), bertambah sebesar Rp16.819._59.229,00 \mznﬁ belas
milia  delgP?%n ratus sempiign belas juta tujuh ratus lima pyjuh Sembilan ribu dua ratus du” pulup
sembilan iUPiah) sehingga menjadj Rp16.819.759.229,00 (enam bejgs muiar deldPan ratus sembilan
belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 35B

Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) direncanakan sebesar Rp0,00
(nol rupiah), bertambah sebesar memwoo.m*om.:m.o (del%Pan miliar empat ratus juta empat ratus
enam rbu seratus tujuh puluh lima '~ piah} mmabm%m menjadi Rp8.400.406.175,00 (delapan miliar
empat ratus juta empat ratus enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD;

b. Sisa Dana Kapitasi.
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(1)

(2)
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Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah), bertambah sebesar Rp7.847.322.404,00 (tujuh miliar delapan ratus empat
puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) sehingga menjadi
Rp7.847.322.404,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu
empat ratus empat rupiah).

Sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah), bertambah sebesar Rp553.083.771,00 (lima ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu
tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp553.083.771,00 (lima ratus lima puluh tiga
Juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 36
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan
sebesar Rp 7.900.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas penyertaan
modal daerah.

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus juta).

25. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

(1)
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Pasal 38

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan (defisit)
sebesar (Rp125.389.010.635,00) (seratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta
sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), bertambah sebesar (Rp25.220.165.404,00) (dua puluh
lima miliar dua ratus dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus empat rupiah) sehingga
menjadi (Rp150.609.176.039,00) (seratus lima puluh miliar enam ratus sembilan juta seratus tujuh
puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah).
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(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan direncanakan sebesar Rp125.389.010.635,00 (seratus dua puluh lima miliar tiga ratus
delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), bertambah sebesar
Rp25.220.165.404,00 (dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu
empat ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp150.609.176.039,00 (seratus lima puluh miliar enam
ratus sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah).

26. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri

dari:

a. Lampiran I :Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran II : Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan,

c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat
umum dan bersifat khusus;

f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.

27. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahunya, memerintahkan pengundangan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.
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Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 4 -1\ - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Y

NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR &'l
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Peraturan Bupati ini dengan

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 14 =11 =2023

BUPAl WAKATOBI,

HAINANA




